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Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah hubungan pusat dan daerah menekankan ranah kajian pada pola hubungan
yang saling terkait antara pemerintah pusat sebagai sentral kekuasaan pemerintahan
dalam skala nasional dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan dalam
skala lokal. Yang menjadi penekanan kajian adalah pola hubungan yang tercipta akibat
kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan daerah serta polemik yang muncul dari
hubungan keduanya. Berikutnya kajian yang terkait dengan pola hubungan adalah
kajian sistem penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah, karena inilah
yang menjadi landasan terbentuknya pola hubungan pusat dan daerah. Dengan
demikian mata kuliah ini selalu mengikuti perkembangan terkini dan realitas mutakir
terkait dengan sistem dan tatanan pemerintahan daerah serta pola hubungan yang
terbentuk antara pusat dan daerah termasuk pencermatan terhadap proses revisi terbatas
UU No 32 Tahun 2004.

Tujuan Pembelajaran Umum

1. Pembelajaran pola hubungan yang telah tersistem antara pusat dan daerah

2. Pembelajaran terhadap karakter dan pola hubungan terkait dengan momentum yang
melatarbelakangi

3. Mengulas dinamika yang terjadi terhadap tiap perombakan pola hubungan pusat dan
daerah.

Tujuan Pembelajaran Khusus

1. Pembelajaran terhadap sejarah tata pemerintahan dan hubungan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah

2. Pembelajaran sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah

3. Pembelajaran model-model pembagian kewenangan/urusan dan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah

4. Pembelajaran pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Pembelajaran model-model akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

o



E. Outcome Pembelajaran
1. Memahami sejarah tata pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah
2. Memahami sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Memahami model-model pembagian kewenangan/urusan dan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4. Memahami pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. Memahami model-model akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

F. Materi

RENCANA JADUAL KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

Minggu Topik Bahasan Metode Pembelajaran
I Introduksi Materi & Kontrak Belajar e Sharing
e Metode perkuliahan
e Scope bahasan hubungan pusat daerah
] Legal basis hubungan pusat dan daerah | e Ceramah
e Struktur kelembagaan pemerintah pusat e TanyaJawab
e Kewenangan pemerintah pusat e Diskusi
e Pola distribusi kewenangan dalam
pemerintah Pusat
I Legal basis hubungan pusat dan daerah |1 e Ceramah
e Kewenangan propinsi e TanyaJawab
e Kewenangan kabupaten /kota e Diskusi
v Anatomi hubungan pusat dan daerah e Ceramah
e Koordinasi pemerintahan e Tanya Jawab
e Kerjasama antar pemerintahan daerah e Diskusi
e Pengawasan (pusat-daerah)
\% Fungsi-fungsi kelembagaan daerah e Ceramah
e Peran kepala daerah sebagai pelaksana e TanyaJawab
dan subjek penghubung daerah dengan e Diskusi
pemerintahan pusat
e Hubungan kerja pemerintah daerah
dengan DPRD
e Hubungan kerja pemerintah daerah
dengan lembaga lain pada tingkat lokal
VI Kawasan khusus dan badan otorita e Ceramah
e KAPET (kawasan pengembangan e TanyaJawab
ekonomi terpadu) e Diskusi
VIl Polemik Pemekaran Daerah e Ceramah

e Persyaratan pemekaran daerah

e TanyaJawab




e Proses pemekaran daerah e Diskusi
e Polemik pemekaran daerah
VI UTS (Middle Test) UJIAN TULIS
IX Perimbangan keuangan pusat & daerah | e Ceramah
e Provisi sektor - sektor strategis e Tanya Jawab
e Provisi pengelolaan SDA e Diskusi
X Perimbangan keuangan pusat & daerah 11 e Ceramah
e Bagi hasil DAU/DAK e Tanya Jawab
e Block grant/dana dekonsentrasi e Diskusi
XI Otonomi khusus NAD UU No 11 tahun 2006 | e Ceramah
e Karakteristik otsus Aceh e Tanya Jawab
e Perkembangan kontemporer otsus Aceh e Diskusi
e Polemik otsus Aceh
XII Otonomi Khusus Papua e Ceramah
o Karakteristik otsus Papua e TanyaJawab
e Perkembangan kontemporer Otsus Papua | e Diskusi
e Polemik otsus Aceh
X1 Keistimewaan Jogjakarta e Ceramah
e Akar historis daerah istimewa e TanyaJawab
e Status daerah istimewa dalam NKRIdan | e Diskusi
implementasi Otoda
XIV Daerah Khusus Ibukota Negara e Ceramah
e TanyaJawab
e Diskusi
XV Kecamatan, kelurahan, dan desa e Ceramah
e Legal Basis Kecamatan e TanyaJawab
e Legal Basis Kelurahan e Diskusi
e Legal Basis Desa
XVI UAS (Final Test) UJIAN TULIS

G. Deskripsi Model Penugasan

Penugasan dibagi dalam dua model yakni tugas terstruktur yang bersifat wajib dan
tugas non terstruktur yang bersifat tidak wajib, keduanya memiliki kredit poin penilaian
untuk memacu kesadaran mahasiswa lebih aktif dan kreatif dalam mengumpulkan kredit
poin dalam setiap penugasan pada perkuliahan selama satu semester.

H. Deskripsi Model Evaluasi



a. Presensi
b. Tugas terstruktur
c. Ujian Tengah Semester
d. Ujian Akhir Semester
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